WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR ' TAHUN 2024
TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM PENANGANAN KONFLIK

Menimbang;:

Mengingat:

SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya
peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi
dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan
pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi
yang terpadu di tingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan
keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Dan
Sekretariat Tim Penanganan Konflik Sosial Kota
Banjarmasin Tahun 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953,
tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021



Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6763);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
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Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S658);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan
Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 506);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa
dan politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 194),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

20.

21.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanganan
Konflik Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2024
dengan susunan  keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan  dari
Keputusan Wali Kota ini.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum
KESATU melaksanakan Aksi Terpadu Nasional dan
Daerah tentang Penanganan Gangguan Keamanan
dan Konflik Sosial di Kota Banjarmasin.

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan
Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;

b. mengoordinasikan, mengarahkan,
mengendalikan, dan mengawasi penanganan
konflik dalam skala Kabupaten/Kota;

c. memberikan informasi kepada publik tentang
terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem
peringatan dini;

€. merespon secara cepat dan menyelesaikan
secara damai semua permasalahan yang
berpotensi menimbulkan konflik; dan

f. membantu upaya penanganan pengungsi dan
pemulihan pasca konflik yang meliputi
rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Sekretariat
yang bertugas sebagai berikut:



KELIMA

KEENAM

a. membantu menyusun Rencana Aksi Terpadu
Penanganan Konflik Sosial tingkat
Kabupaten/Kota;

b. membantu mengoordinasikan, mengarahkan,
mengendalikan, dan mengawasi penanganan
konflik dalam skala Kabupaten/Kota;

c. membantu memberikan informasi kepada
publik tentang terjadinya konflik dan upaya
penanganannya,

d. membantu melakukan upaya pencegahan
melalui sistem peringatan dini;

e. membantu merespon secara cepat dan

menyelesaikan secara damai semua
permasalahan yang berpotensi menimbulkan
konflik; dan

f. membantu upaya penanganan pengungsi dan
pemulihan pasca konflik vyang meliputi
rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal = Jonusri 2Lz
WALI KOTA BANJARMASIN,

__4,_

IBNU SINA



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 11
TENTANG

TAHUN 2024

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

KEDUDUKAN BESARNYA
VOLUME
NO NAMA JABATAN DALAM TIM HONOR U
1 | Wali Kota Banjarmasin Ketua Rp750.000,00 | 12 bulan
2 | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Wakil Ketua | B -
3 | KepalaKepoligan Resort Kata Wakil Ketua I | Rp650.000,00 | 12 bulan
Banjarmasin
4 | Komandan Kodim 1007 / Banjarmasin Wakil Ketua III | Rp650.000,00 | 12 bulan
S | Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Wakil Ketua IV | Rp650.000,00 | 12 bulan
6 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan x } .
Politik Kota Banjarmasin welretaris
7 | Kabag. Ops. Kepolisian Resort Kota Wakil
Banjarmasin et e Rp500.000,00 | 12 bulan
8 | Kepala Seksi Ops. Kodim 1007 / Wakil
Banjarmasin Sekretaris II Rp500.000,00 | 12 bulan
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banjarmasin Wakil
9 - ] 5 Rp500.000,00 | 12 bulan
Sekretaris 111
10 | Kepala Bidang Ketertiban Umum &
Transmasyarakat pada Satuan Polisi Anggota - -
Pamong Praja Kota Banjarmasin
11 | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Anggota - -
Pemukiman Kota Banjarmasin
12 | Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Attt
Sosial Kota Banjarmasin geota ) i
13 | Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
pada Badan Penanggulangan Bencana Anggota } -
Daerah Kota Banjarmasin
14 | Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindu P dan Anak
rlindungan Perempuan dan pada Afiggota i i

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA




LAMPIRAN 1I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.

JABATAN DALAM KEDINASAN

KEDUDUKAN DALAM TIM

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Banjarmasin

Ketua

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Banjarmasin

Sekretaris

Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Banjarmasin

Anggota

Analis Pengawasan Masyarakat pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarmasin

Anggota

Pengolah data Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Banjarmasin

Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,

e

IBNU SINA



